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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1   Latar Belakangi 

Pembangunan dan pengembangan iprasarana idan isarana ipertanian 

merupakani bagian integral yang mendukung pembangunan pertanian nasional. 

Dukungani prasaranai dani saranai pertaniani bertujuani untuki meningkatkan 

indeks ipertanaman i(IP), meningkatkani produktivitasi dani produksii tani 

melaluii upayai memperluasi lahani pertaniani padai kawasani tanamani ipangan 

untuki mengimbangii alihi fungsii lahani sertai peningkatani pemanfaatani idan 

fasilitasii penyediaani alati mesini pertaniani (alsintan). 

Alat dani mesin tersebut mencakup mesin-mesin pertanian pra-panen untuk 

mempercepat pengolahan tanah, mendukung ketersediaan air irigasi, serta 

mempercepat proses penanaman. Alat mesin tersebuti dimilikii dani idigunakan 

olehi kelompok tani sertai tidaki dimaksudkani untuki dijuali sebagaii bagiani 

darii kegiatani operasii normali pertanian. 

Alat mesin pertanian (alsintan) pra panen disalurkan dalam bentuk bantuan 

Alsintan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani yang harus dikonsolidasi 

pemanfaatannya. Alsintan bukan sekedar alat mesin tetapi juga sebagai barang 

modal yang harus dapat berkembang sebagai modal Usaha Pelayanan Jasa 

Alsintan (UPJA). Balaii Penyuluhani Pertaniani (BPP)/Balaii iPenyuluhan 

Pertanian, iPerikanan, dani Kehutanani (BP3K) harus menjadi basis penyuluh 

konsolidasi alsintan dan Babinsa sebagai Pendamping/Penggeraknya. 

Pemerintahi melaluii Peraturani Presideni Nomori 24i tahuni 2010i iyang 

kemudiani ditindaklanjutii dengani Peraturani Menterii Pertaniani iNomor 

43/Permentan/OT.010/8/2015 telahi menetapkani uniti organisasii iDitjen 

Prasaranai dani Saranai Pertaniani yangi secarai spesifiki menanganii iprasarana 

dani saranai ipertanian. Salah satu tugasi pokoki dani fungsii utama iDitjen 

Prasaranai dani Saranai Pertaniani adalahi sebagai penyediaani alat imesin 

pertaniani prai ipanen. Alat mesini pertaniani pra-panen tersebut berupa iTraktor 

Rodai i2, iTraktor iRoda i4, iPompa iAir, Mini Excavator, Rice iTransplanter, 

Cultivator, dan Hand Sprayer. 
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Dalam penyediaan alat mesin pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana 

Pertanian melakukan prosedur pembelian dengan menggunakan metode 

pembelian secara elektronik. Prosedur pembelian tersebut ditetapkan peraturan 

yang mengatur  tentang  siapa yang  berhak menentukan supplier, prinsip apa 

yang digunakan untuk memilih barang yang akan dibeli, kepada siapa  saja 

dokumen diberikan, siapa  yang  harus  menyetujui  supplier  yang  terpilih,  serta 

siapa  yang  berhak menerima dan memeriksa barang yang datang.  

Prosedur  ini  perlu dilakukan  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan wewenang 

dan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas agar tidak terjadi  

persekongkolan antara karyawan yang bersangkutan dengan supplier. Apabila 

tidak ada prosedur pembelian, maka proses pembelian akan menghadapi banyak 

hambatan seperti penyelewengan, memanipulasi harga, kesalahan dalam 

penerimaan dan lain-lain. 

Saya memilih Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai tempat 

pelaksanaan PKL karena memudahkan dalam pengambilan data mengenai 

kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan Tugas Akhir. Selain itu 

Kementerian Pertanian berada di lokasi dekat dengan tempat tinggal. 

Alasan saya membahas pembelian elektronik ini karena saya tertarik dengan 

metode pembelian yang digunakan pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilihlah judul, “Tinjauan atas Prosedur 

Pembelian Alat Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 

Pertanian Kementerian Pertanian.” 

 

I.2  Ruang Lingkup 

Untuki mempermudahi laporani tugas akhir ini iagar ilebih iterarah, imaka 

perlui dibuati suatui batasani imasalah. iAdapun iruang ilingkup tinjauan iyang 

akani dibahasi dalam penulisan laporan Tugas Akhir, yaitu membahas tentang 

Tinjauan atas Prosedur Pembelian Alati dani Mesini pada iDirektorat iJenderal 

Prasaranai dani Saranai iPertanian. Seperti, Prinsip-prinsip yang terkait Proses 

Pembelian, Proses Pembelian Alat Mesin, dan Bagan Proses Pembelian Alat 

Mesin, Dokumen yang terkait Pembelian Alat Mesin Pertanian. 
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I.3   Tujuan 

Dari pemilihan judul Tinjauan atas Prosedur Pembelian Alat Mesin pada 

Direktorati Jenderali Prasaranai dani Saranai Pertaniani iKementerian iPertanian, 

ada beberapa tujuan yangi ingin penulis sampaikan yaitui tujuani umumi idan 

tujuani khusus.i 

a. Tujuani Umumi 

1) Sebagai syarati kelulusani Diplomai Tigai padai jurusani Akuntansii idi 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan 

mengenalkan mahasiswa sesuai dengan dunia kerja sehingga 

meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang jurusannya. 

2) Untuk dapat meningkatkan pengalaman, ilmu, dan pemahaman didalam 

dunia kerja sesungguhnya khususnya dibidang akuntansi. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembelian alat mesin iyang iada 

padai Direktorati Jenderali Prasaranai dani Saranai iPertanian, dan 

dokumen apa saja yang digunakan pada Direktorati Jenderali iPrasarana 

dani Saranai Pertaniani dalam prosedur pembelian alat mesin. 

2) Untuk mengetahui bagian yang terkait prosedur Pembelian Alat Mesin 

pada Ditjen Prasarana dan Sarana. 

 

I.4  Sejarah DITJENi PSPi (Direktorati Jenderali Prasaranai dani iSarana 

Pertanian)i 

Berdasarkan Perpresi Nomor 24 Tahuni 2010 tanggali 14 April 2010 tentang 

Kedudukan, Tugasi dan Fungsi Kementerian Negara sertai Susunan Organisasi, 

Tugasi dan Fungs Eselon I, Kementerian Negara tanggal 14 April 2010, imaka 

telah terbentuk iDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertaniani dengan tugas 

pokok: “Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis 

dibidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan”. iDirektorat Jenderal Prasarana dan iSarana Pertanian menjalankan 

fungsi-fungsi sebagaii berikut:  
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1. Perumusani kebijakan dibidang perluasan idan pengelolaan lahan, 

pengelolaan air iirigasi, pembiayaan pertanian, fasilitasi ipupuk dan 

pestisida, sertai alat mesin pertanian sesuaii dengan perundang-undangan;  

2. Pelaksanaan kebijakani dibidang perluasan dan pengelolaan ilahan, 

pengelolaan air iirigasi, pembiayaan ipertanian, fasilitasi pupuk dan 

pestisida, serta alati mesin pertanian sesuaii dengan peraturan perundang-

undangan; 

3. Penyusunan norma, istandar, prosedur dan kriteria dibidang perluasan dani 

pengelolaan lahan, air iirigasi, pembiayaan, pupuk, ipestisida, dan alat 

mesin pertanian sesuaii dengan peraturan perundang-undangan;  

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengelolan lahan, air 

irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan  

5. Pelaksanaan administrasii Direktorati Jenderal Prasarana dani Sarana 

Pertanian.  

Untuk menjalankani tugas pokok dan fungsinya makai Ditjen Prasarana dan 

Saranai Pertanian (PSP) mempunyaii 6 Unit Kerja Eseloni II yaitu: 

1. Direktorat Pengelolaani Air Irigasii 

2. Direktorat Perluasani dan Pengelolaan Lahan 

3. Direktorat Pupuki dan Pestisida 

4. Direktorat Alat dani Mesin Pertanian 

5. Direktorat Pembiayaani Pertanian 

6. Sekretariat Direktorat Jenderali Prasarana dan Sarana Pertanian  

Sebagaii salahi satui Uniti Kerjai Eseloni Ii yangi berfungsiiisebagai 

pendukungi kegiatani on iifarm, komoditasi TanamaniiPangan, iHortikultura, 

Perkebunani dani iPeternakan, imaka iprogram idan ikegiatan iDitjen iPrasarana 

Saranai Pertaniani diarahkani fokusi dalami memfasilitasii kegiatani dibidang 

prasaranai dani saranai pertaniani dii subsektori Sektori Tanamani iPangan, 

Hortikultura,i Perkebunani dani iPeternakan.  

Sesuaii dengan tugas pokok dan fungsii Direktorat Jenderal iPrasarana dan 

Sarana Pertanian, maka ikegiatan pembangunan prasarana idan sarana pertanian 

pada tahun 2015 idiarahkan untuk mendukung subsektor tanaman 
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pangan,iihortikultura, iperkebunan idan ipeternakan idalam imencapai isasaran 

produksii komoditasi unggulani inasional. 

Visi : 

Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai 

motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk 

pembangunan pertanian berkelanjutan  

Misi : 

1. Mendorongi partisipasii  stakeholderi  dalami ipengembangani idan 

pengelolaani lahani dan airi secarai efektifi dani efisieni untuki kegiatan 

pertaniani berkelanjutan.i 

2. Mendayagunakan lahan dani air untuk kegiatan pertanian yang 

berkelanjutan. 

3. Menyelenggarakani manajemen dan administrasii pembangunan 

berdasarkan prinsip transparansii dan akuntabilitas. 

4. Menyusun kebijakani pengembangan perluasan areal, ipengelolaan lahan 

dan pengelolaan airi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani 

dii pedesaan. 

5. Mewujudkan dan mengembangkani sistem pembiayaan usahai pertanian 

yang fleksibel dan isederhana.  

6. Memfasilitasii penyediaan, penyaluran dan ipenggunaan pupuk dan 

pestisida sesuaii azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, iwaktu, mutu 

dan harga). 

7. Meningkatkan pengawasani atas penyediaan, ipenyimpanan dan 

penggunaan pupuk dani pestisida. 

8. Meningkatkani pelayanani pendaftarani pupuki dani pestisida.i 

9. Mendorong perani serta masyarakat dan stakeholder iterkait dalam 

penyediaani dan pengawasan pupuki dan pestisida. 

10. Menyelenggarakani pengembangan sistem mekanisasii pertanian di 

Indonesia melaluii kebijakan pengembangan, pengawasan dan 

kelembagaani alat dani mesin pertanian yang sesuaii dengan arah 

pembangunan pertanian. 
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11. Memberikani pelayanani primai dalami bidangi perencanaan, iadministrasi 

dani manajemeni pembangunani prasaranai dani saranai pertanian.i 

 

I.5  Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASIi 

SEKRETARIATi DIREKTORATi JENDERALi 

 

 

 

            

         

         

           

  

TUGASi POKOKi DANi FUNGSIi SETIAPi BAGIANi 

1. Bagian Perencanaani 

 Dalami melaksanakani tugas, iBagian iPerencanaan imenyelenggarakan 

fungsi:i 

a. Penyiapani bahani koordinasi, ipenyusunan irencana idan iprogram 

dibidang ipenyuluhan idan ipengembangan prasarana dan sarana 

pertanian.i 
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b. Penyiapani bahani koordinasi, idan ipenyusunan ianggaran dibidang 

penyuluhani dani pengembangani prasarana dan sarana ipertanian. 

c. Penyiapani penyusunani dani pengembangani kerjai samai dibidang 

penyuluhani dani pengembangani prasaranai dani saranai ipertanian.  

Bagiani Perencanaani terdirii atas : 

a. Subbagiani Program. 

Subbagian Program imempunyai itugas imelakukan ipenyiapan ibahan 

koordinasi, ipenyusunan irencana idan iprogram dibidang penyuluhan 

dani pengembangan prasarana dan isarana ipertanian. 

b. Subbagiani Anggaran.i 

Subbagian Anggaran imempunyai itugas imelakukan ipenyiapan ibahan 

koordinasii dani penyusunani anggarani dibidang penyuluhan idan 

pengembangan prasarana dan isarana ipertanian. 

c. Subbagiani iKerja iSama.  

Subbagian Kerja Sama imempunyai itugas imelakukan ipenyiapan ibahan 

penyusunani dan pengembangan ikerja isama dibidang penyuluhan idan 

pengembangan prasarana dan isarana ipertanian.  

 

2. Bagiani Keuangani dani Perlengkapani 

Bagian Keuangani dan Perlengkapan mempunyaii tugas melaksanakan 

urusan keuangani dan perlengkapan. Dalam melaksanakan itugas, Bagian 

Keuangani dan Perlengkapani menyelenggarakan fungsii: 

a. Pelaksanaani urusan perbendaharaan, ipenerimaan negara bukan 

pajak, dan ipenyiapan pengujian dan ipenerbitan surat perintah 

membayar. 

b. Pelaksanaan urusan akuntansii dan verifikasii keuangan. 

c. Pelaksanaan urusani perlengkapan. 

Bagiani Keuangani dani Perlengkapani terdirii atas: 

a. Subbagiani Perbendaharaan. 

Subbagiani Perbendaharaani mempunyaii tugasi melakukani urusan 

perbendaharaan, ipenerimaan inegara ibukan ipajak, idan ipenyiapan 

bahani pengujiani dani penerbitani surati perintahi membayar.i  
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b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. 

Subbagiani Akuntansii dani Verifikasii mempunyaii tugasi melakukan 

urusani akuntansii dani verifikasii keuangan. 

c. Subbagiani Perlengkapan. 

Subbagian Perlengkapan imempunyai itugas imelakukan iurusan 

perlengkapan.i 

 

3. Bagiani Umumi 

Bagian Umum imempunyai itugas imelaksanakan ipenyiapan 

penyusunani rancangani peraturani perundang-undangan, ievaluasi idan 

penyusunani organisasi, itata ilaksana, ireformasi ibirokrasi, idan 

pengelolaani urusani kepegawaian, iserta iurusan itata iusaha idan irumah 

tangga.i 

Dalami melaksanakani tugas, iBagian iUmum menyelenggarakan ifungsi:  

a. Penyiapani penyusunani rancangani peraturani perundang-undangan, 

evaluasii dani penyusunani organisasi, itata ilaksana, idan ireformasi 

birokrasi. 

b. Pelaksanaani urusani kepegawaian. 

c. Pelaksanaani urusani tatai usahai dani rumahi tangga. 

Bagiani Umum terdiri atas:  

a. Subbagian Hukum dan Organisasi. 

Subbagiani Hukumi dani Organisasi mempunyaii tugasi melakukan 

penyiapani bahani penyusunani rancangani peraturani perundang-

undangan, ievaluasi dan penyempurnaan iorganisasi, itata ilaksana, dan 

reformasii birokrasi. 

b. Subbagian Kepegawaian. 

Subbagiani Kepegawaiani mempunyaii tugasi melakukani urusan 

kepegawaian. 

c. Subbagiani Tata Usaha idan iRumah iTangga. 

Subbagian Kepegawaian imempunyai tugas imelakukan urusan 

kepegawaian. 
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4. Bagian iEvaluasi idan  Layanan Rekomendasi 

Bagian Evaluasi idan Pelaporan mempunyai itugas melaksanakan 

pengelolaan idata, evaluasi, ipelaporan pelaksanaan iprogram dan kegiatan 

dibidang ipenyuluhan dan ipengembangan prasarana dan sarana ipertanian, 

serta tindaklanjuti hasil ipengawasan, ipelaksanaan hubungan imasyarakat, 

informasii publik dani urusan iperpustakaan. 

Dalam melaksanakani tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian 

Evaluasii dan iPelaporan imenyelenggarakan ifungsi:  

a. Pengumpulan, ipengolahan, analisis idan penyajian idata dibidang 

penyuluhan idan ipengembangan prasarana dan sarana ipertanian. 

b. Penyiapan ipemantauan, dan ievaluasi pelaksanaan iprogram dan 

kegiatani dibidang penyuluhani dan pengembangani prasarana dan 

sarana ipertanian. 

c. Penyiapan laporani pelaksanaan ikegiatan dibidang penyuluhan idan 

pengembangani prasarana dan sarana pertanian iserta tindaklanjut 

hasil ipengawasan. 

d. Penyiapan pelaksanaani hubungan imasyarakat, dan iinformasi 

publik,i serta urusan iperpustakaan. 

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:  

a. Subbagian iData dan iEvaluasi. 

Subbagian Datai dan Evaluasi imempunyai tugas imelakukan 

pengumpulan, ipengolahan, analisis idan penyajian idata, penyiapan 

bahan pemantauan, dan evaluasii pelaksanaan program dan ikegiatan 

dibidang penyuluhan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian. 

b. Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut iHasil Pengawasan. 

Subbagiani Pelaporan dan iTindak Lanjut Hasil Pengawasan imempunyai 

tugas imelakukan penyiapan ibahan pelaporan ipelaksanaan program idan 

kegiatani dibidang ipenyuluhan dan ipengembangan prasarana dan sarana 

pertanian, iserta tindak lanjut hasili pengawasan. 

 

 

 

UPN VETERAN JAKARTA



10 
 

 
 

c. Subbagian Hubungani Masyarakat. 

Subbagian iHubungan Masyarakat imempunyai tugas imelakukan 

penyiapan ibahan pelaksanaan ihubungan masyarakat, publikasi, dan 

informasii publik, iserta urusan iperpustakaan. 

 

I.6   Kegiatan Kementerian 

Kementerian iPertanian mempunyai tugas menyelenggarakan iurusan 

dibidang pertanian dalam pemerintahan iuntuk membantu Presiden dan Wakil 

Presiden idalam menyelenggarakan pemerintahan inegara. Dalam melaksanakan 

tugas, Kementerian Pertanian imenjalankan fungsi: 

1. Perumusan, Penetapan, dan iPelaksanaan kebijakan dibidang iPertanian. 

2. Pengelolaan ibarang milik/kekayaan negara yang imenjadi tanggung jawab 

Kementeriani Pertanian. 

3. Pengawasan atas pelaksanaan tugasi di lingkungan Kementerian Pertanian. 

4. Pelaksanaan ibimbingan teknis dan supervisii atas pelaksanaan urusan. 

5. Pelaksanaan ikegiatan teknis yang berskalai nasional.  

 

I.7   Manfaat 

Adapuni manfaat dari Praktek Kerja Lapangan pada Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan Direktorat Jenderali Prasarana dan iSarana Pertanian, antara lain:  

a. Untuk Memberikani dan menambah pengalaman, pengetahuan, bagaimana 

prosedur dalam transaksi pembelian aset berupa alat dan mesin 

dipemerintah yang dilakukanoleh Direktorat iJenderal Prasarana idan 

Sarana Pertanian iKementerian Pertanian. 

b. Belajar beradaptasi idi dalam kehidupan perkantoran pemerintahan. 

c. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja atas kegiatan dan 

permasalahan yang terjadi iselama praktik ikerja lapangan. 
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